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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2011  NOMOR :   7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang :      a.  bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dan kemandirian daerah, 
perlu menetapkan Retribusi daerah yang 
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, 
pemerataan dan keadilan, peran serta 
masyarakat dan akuntabilitas;

b. bahwa tempat rekreasi dan olahraga 
merupakan salah satu potensi        yang perlu 
dioptimalkan pemanfaatannya sehingga 
mampu menjadi sumber pendapatan asli 
daerah yang berguna bagi pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah  
Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Retribusi Tanda Masuk dan 
Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan 
Olah Raga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf  b 
dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 
Raga di Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara                (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
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diubah beberapa  kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4966);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke 
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3253) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3658);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D 
Nomor 12);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 
Seri E Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 
Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI 
KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara  pemerintahan  daerah.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Tempat Rekreasi adalah tempat yang digunakan untuk menyegarkan 
kembali badan dan pikiran.

9. Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan 
tubuh.

10. Tempat Olahraga adalah tempat untuk melakukan olah raga.

11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
tertentu.
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14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
Retribusi yang terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi 
daerah.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama,Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas penyediaan dan penggunaan tempat rekreasi dan 
olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan atas penyediaan dan penggunaan 
tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga  yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD 
dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 
dan/atau menikmati fasilitas di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai Retribusi jasa 
usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, lama waktu
dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi jasa 
usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 
layak.
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(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali 
paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.      

Pasal 10

(1) Fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dapat digunakan 
untuk kegiatan atraksi atau pertunjukan, hiburan, permainan, usaha 
pemancingan dan usaha kafetaria atau rumah makan.

(2) Penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga untuk 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah 
tempat rekreasi dan olah raga di Daerah.

Bagian Ketujuh
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran

Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 12

(1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut dengan 
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

(2) Bupati dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menunda 
pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dan/atau 
mengangsur pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu 
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pemberian penundaan dan angsuran pembayaraan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada 
Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Penyetoran Retribusi daerah dilakukan di kas umum daerah atau 
tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

(2) Dalam hal penyetoran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil 
Retribusi daerah harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 
(satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.


